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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan makhluk social 

lainnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya makhluk social lain disekitamya. 

Demikian juga dengan negara, suatu negara membutuhkan negara lain seperti 

manusia membutuhkan manusia lainnya.

Dan atas dasar inilah, Leon Duguit, Fauchile, dan Schelle merumuskan 

Mazhab Perancis yang merupakan dasar mengikatnya Hukum Internasional. Oleh 

karena itu, apabila sebuah negara masih membutuhkan negara lain, negara tersebut

harus mematuhi aturan - aturan Hukum Internasional.

Tidak cuma itu saja,bahkan sebelum merdeka, sebuah negara telah

membutuhkan negara lain. Apabila sebuah negara mau merdeka, negara tersebut

harus mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Dan adapun hak dan kewajiban sebuah negara berdasarkan Konvensi 

Montevideo tahun 1993 adalah sebagai berikut:

Hak - Hak Negara :

1. Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);

2. Hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda 

yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2);



3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hokum yang sama dengan Negara - 

Negara lain (Pasal 5);

4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).

Kewajiban - Kewajiban Negara :

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah

yang terjadi di negara lain (Pasal 3);

2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain

(Pasal 4);

3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya

dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6);

4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan

perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);

5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);

6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata

(Pasal 9);

7. Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya Pasal 9 diatas;

8. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui 

cara-cara kekerasan (Pasal 12);

9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad 

baik (Pasal 13);
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10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain 

sesuai dengan hokum internasional (Pasal 14).

Dalam menjalankan sebuah negara, terdapat prinsip-prinsip utama tentang

hak dan kewajiban internasional,yaitu :

1. Prinsip Kesetaraan

Setiap Negara memiliki kesamaan kedaulatan, mereka memiliki 

kesetaraan hak dan kewajiban, juga kesetaraan sebagai anggota organisasi

internasional,tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi,

social, politik, dan sifat lainnya.

2. Prinsip Kemerdekaan

Negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat, yakni negara

yang memegang sendiri kekuasaan tertinggi negaranya dalam batas-batas 

hukum internasional.2

3. Prinsip Non Intervensi

Dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. 

Hal ini semakin ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.2625

tanggal 24 Oktober 1970.

Jawahir Thontowi & Pranoto lskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung; Refika 
Aditama, 2006, hlm. 115

2Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Jogjakarta; Universitas Atma Jaya, 2010, hlm.44
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4. Prinsip Membela Diri

Terdapat dua element dalam penggunaan Prinsip Membela Diri, yaitu 

keharusan dan kepatuhan. Kedua element ini merupakan unsur yang 

penting dan harus ada di saat menggunakan prinsip ini.3

Australia merupakan salah satu dari negara-negara yang pertama mengakui 

hak Indonesia untuk merdeka. Pada bulan Oktober 1945, Pemerintah Indonesia mulai

memulangkan orang-orang Indonesia ke beberapa daerah di Indonesia yang dikuasai 

oleh tentara Republik, meskipun usaha ini ditentang oleh Belanda. Australia 

membantu para pejuang nasionalis Indonesia dalam perjuangan mereka mencapai

kemerdekaan. Pada tahun 1947, Indonesia meminta Australia untuk mewakili

Indonesia dalam Komisi Tiga Negara (KTN) yang diusahakan oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). Australia mewakili Indonesia dalam perundingan-

perundingan yang menuju ke pengakuan Belanda terhadap Indonesia pada tahun 

1949. Australia juga mensponsori masuknya Indonesia ke PBB pada tahun 1950. 

Sehingga Indonesia dan Australia mempunyai kesamaan sebagai subyek hukum 

Internasional yaitu sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibebani hak 

dan aturan kewajiban yang sejajar.

3 Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung; Refika 
Aditania, 2006, hlm.l 17-118
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Selain itu karena kedua negara bukan anggota Dewan Keamanan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), maka tidak ada satupun yang memiliki hak veto sehingga 

keduanya memiliki kedudukan yang sejajar dalam bidang hukum maupun politik. 

Oleh sebab itu Australia dan Indonesia tetap menjaga hubungan baik sejak saat itu. 

Namun pada masa itu terdapat juga beberapa perbedaan pendapat. Salah satu 

perbedaan tersebut berkenaan dengan perselisihan yang teijadi antara pemerintah 

Indonesia dan Belanda atas Nugini Barat (Propinsi Papua sekarang).4

Bagi bangsa Indonesia,Australia dipandang merupakan salah satu negara yang 

sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Sehingga Indonesia memilih Australia 

sebagai anggota Komisi Tiga Negara.5 Dukungan Australia tersebut makin 

mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia. Tetapi ibaratkan air laut, 

hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia mengalami pasang surut.

Ketika David Jenkins menulis diharian The Sidney Moming Herald pada 10 

April 1986 tentang Presiden Soeharto. Tulisan tersebut berisi antara lain kecaman

terhadap berbagai kebijakan Presiden. Diindikasikan pula Soeharto melakukan 

praktekkorupsi, kolusi dan nepotisme, menerima upeti dari konglomerat sebagai 

pampasan atas fasilitas yang diberikan, dan memiliki kekayaan yang tidaksedikit

jumlahnya.

Tulisan itu membuat marah sejumlah pejabat di Indonesia. B.J Habibie yang 

saat itu menjabat sebagai menteri riset dan teknologi membatalkan kunjungannya ke

, diakses pada tanggal 17 Mei 2010
wvw.imkNiesia-* 'C0m/k0nten •PhP?nama=Pakar&op=detail_pakar&id=22, diakses pada tanggal 17
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Australia. Panglima ABRI Jendral Benny Moerdani memerintahkan menutup selat

Lombok sebagai tempat latihan perang.6

Walaupun tulisan itu mendapatkan kecaman karena dinilai menghina Kepala 

Negara Republik Indonesia, David Jenkins tidak berniat untuk menarik kembali 

tulisannya dan tidak menyatakan penyesalan atas tulisan tersebut. Oleh karena itu 

Pemerintah Republik Indonesia sempat memboikot wartawan Australia yang bertugas 

di Indonesia dan mengecam pemerintah Australia atas kelalaiannya dalam 

mengontrol pemberitaan pers.

Menteri Luar Negeri Australia, Bill Hayden menyatakan bahwa pers di 

Australia mempunyai kebebasan mutlak dan tidak dicampuri sama sekali oleh 

pemerintah Australia. Serta menyatakan bahwa apa yang ditulis oleh pers Australia 

bukan berarti sama dengan sikap pemerintah Australia.7

Akhirnya Perdana Menteri Australia pada saat itu, Bob Hawke mengubah 

hubungan Australia - Indonesia dari Special Relationship menjadi hubungan biasa. 

Hal ini dilakukan dengan alasan kalau hubungan tidak spesial, Indonesia tidak akan 

berharap banyak agar Australia tidak melakukan tindakan yang dianggap Indonesia 

tidak bersahabat.8

, diakses pada tanggal 20 Mei' '■s-.v+'ivs: • >''
2010

- , diakses pada tanggal 20 Mei

.indonesia-l.com/konten .php?nama=pakar&op=detailjpakar&id=22, diakses pada tanggal 17

’•!• M-W! :■ y : • : > m’V v. ! :

2010 
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Mei 2010
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Akhirnya masa pemerintahan Menteri Luar Negeri Australia, Bill Hayden 

selesai dan digantikan oleh Gareth Evans. Dan Menteri Luar negeri Australia yang 

baru ini mengubah gaya politik luar negeri Australia terhadap Indonesia.

Setelah masa pemerintahan PM Bob Hawke, Paul Keating naik menjadi 

Perdana Menteri baru Australia. Dan pada masa PM Paul Keating merupakan masa 

keemasan hubungan Australia - Indonesia. Bahkan pada masa ini kedua negara

Maintaining Security pada bulansepakat untuk menandatangani Agreement on 

Desember 1995.9

Walaupun hubungan Indonesia - Australia baik-baik saja, dan apabila ada 

sedikit gesekan-gesekan dalam hubungan kedua negara ini,ini merupakan hal yang 

wajar. Dan akhirnya situasi semakin memanas pada saat kasus pemberian suaka 

kepada 42 oarang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang bertujuan untuk

mewujudkan kemerdekaan Papua Bagian Barat dari pemerintah Indonesia. Organisasi

Papua Merdeka ini didirikan pada tahun 1965, sebelum wilayah ini bergabung ke 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1965.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas jouwe dan dua komandan OPM yang lain, 

Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikan bendera Bintang Fajar dan 

memproklamirkan berdirinya Republik Papua Barat. Namun Republik ini tidak

• - , diakses pada tanggal 20!!!.<.*: V4 ,JJ • !V. t g
Mei 2010
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berhasil ditumpas oleh militer Indonesia dibawahberumur panjang karena 

pemerintahan Presiden Soeharto.10

Tetapi gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak berakhir begitu saja. 

Sampai sekarang mereka selalu berusaha untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Awal mula diberikannya suaka kepada 42 orang anggota

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah ketika pada bulan Januari 2006 ke 42 orang 

anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini tiba di Australia setelah kapal yang 

mereka tumpangi selama 5 hari tiba di Cape York,Queensland.

Mereka beralasan bahwa mereka lari dari Indonesia karena mereka dikejar- 

kejar oleh militer Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa telah teijadi 

pembunuhan massal oleh militer Indonesia.11

Pada tanggal 27 Januari 2006, Perdana Menteri Australia John Howard 

memberikan jaminan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masalah 

kedatangan 43 WNI ke Australia untuk memohon mendapatkan suaka tidak akan 

mengganggu hubungan baik kedua Negara. Dan pada saat itu Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono tetap menolak apabila Australia masih saja memberikan suaka

kepada anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut. Karena menurut Presiden

SusiloBambang Yudhoyono, pemberian suaka oleh Australia kepada anggota

Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertentangan dengan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tahun 1951.

, diakses pada tanggal 22 Juli 2010 
, diakses pada tanggal 22 Juli 2010 
•i.-.■ diakses pada tanggal 23 Juli 2010
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Konvensi itu mengatur bahwa mereka yang boleh diberikan suaka adalah 

dinegara asalnya memiliki alasan berada dalam ketakutan akan 

mengalami proses hokum karena pandangan politik, ras atau agama.

Dan masih menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kedatangan 

anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke Australia dan memohon agar diberikan 

suaka oleh Australia akan merusak hubungan Australia Indonesia yang sudah sering 

diwarnai ketegangan.

Walaupun akhirnya pada tanggal 26 Maret 2006, pemerintah Australia 

memberikan suaka kepada 42 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang 

telah berhasil melarikan diri ke Australia. Mereka diberikan visa sementara untuk 

tinggal di Australia selama 3 tahun.

Hal ini kemudian membuat pemerintah Indonesia tersinggung dengan 

tindakan tersebut. Sebab para pengungsi tersebut adalah golongan separatis 

pemberontak dari Propinsi Papua yang bisa dikatakan sedang dicari keberadaannya 

oleh aparat hukum Indonesia dikarenakan ingin memisahkan diri dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan menggunakan cara bergerilya, mereka 

melakukan perlawanan bersenjata yang melanggar hukum yang menimbulkan 

gangguan keamanan dan keresahan khususnya di wilayah Propinsi Papua. Kelompok

orang yang

ini merupakan pemberontak separatis yang sewaktu-waktu bisa mengganggu

keamanan masyarakat dengan memanfaatkan situasi tertentu.

9



Pemerintah Australia seharusnya terlebih dahulu memberikan kesempatan 

kepada pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan 42 orang anggota Organisasi 

Papua Merdeka (OPM) sebelum memberikan suaka tersebut. Sehingga wajar timbul 

pendapat bahwa Australia ikut andil dalam kegiatan makar di Papua.

Dengan adanya pemberian suaka oleh Australia kepada anggota Organisasi 

Papua Merdeka (OPM),maka hubungan diplomatik kedua negara akan terganggu. 

Secara tak sadar, pemerintah Australia telah menganggap remeh pemerintah 

Indonesia dan secara tidak langsung ikut andil dalam membela Organisasi Papua

Merdeka (OPM).

Pasca pemberian suaka oleh Australia kepada anggota Organisasi Papua 

Merdeka, maka hubungan diplomatik Australia - Indonesia semakin memburuk. Ini

ditandai dengan penarikan sementara Duta Besar Indonesia untuk Australia dan

Vanuatu, TM Hamzah Thayeb. Akhirnya kedua negara sepakat untuk mencoba

memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan cara duduk bersama dan kemudian

merumuskan perjanjian keamanan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian 

Lombok.13

Perjanjian tersebut ditandatangani di Lombok oleh Menteri Luar Negeri kedua 

negara pada tanggal 13 November 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 7 February 

2008. Perjanjian itu menegaskan komitmen kedua negara dalam menghormati 

kedaulatan masing-masing negara dan keutuhan wilayah masing-masing negara.

13 . , v, .Kaparpapua.vvoraj , diakses pada tanggal 23 Juli 2010
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Pada tahun 2007,terjadi pergantian Perdana Menteri Australia. Perdana 

Menteri John Howard digantikan oleh Perdana Menteri Kevin Ruud. Dan Perdana 

Menteri Australia yang baru ini berupaya untuk kembali memperbaiki hubungan 

Diplomatik antara Australia dengan Indonesia.14 Dan sejak saat itu kedua negara 

selalu berupaya untuk semakin mempererat hubungan diplomatik antara Australia 

Indonesia.

Dari uraian diatas maka penulis ingin mencari tahu apa saja dampak 

pemberian suaka oleh Australia kepada anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) 

terhadap hubungan diplomatik kedua negara dan apa saja upaya yang dilakukan 

kedua negara dalam mempererat hubungan diplomatic kedua negara 

pemberian suaka oleh Australia kepa anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

pasca

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan dari penelitian ini yaitu :

Bagaimana dampak pemberian suaka oleh Australia terhadap 

Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada hubungan diplomatik

1.

Indonesia-Austral ia?

14 Kompas.com, diakses pada tanggal 23 Juli 2010
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan 

diplomatik pemerintah Indonesia-Australia dengan adanya pemberian suaka oleh 

pemerintah Australia terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berkaitan 

dengan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

D. Manfaat Penelitian

D.l. Manfaat Penelitian Secara Teoritis :

a. Menambah pengetahuan dan kepedulian bagi pembaca tentang hukum

Internasional, khusunya yang berkaitan dengan masalah diplomatik, politik,

dan keamanan antara pemerintah Indonesia dengan Australia, baik bagi para

akademisi maupun pemerhati masalah hukum Internasional

b. Menerapkan pengetahuan dan teori yang ada, serta dapat memperkaya 

wawasan tentang hukum Internasional khususnya mengenai masalah 

diplomatik yang teijadi antara Indonesia dengan Australia.

D.2. Manfaat Penelitian Secara Praktis :

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum Internasional, pada khususnya di lingkungan 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
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E. Metode Penelitian

Untuk mencari dan menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang 

telah diajukan, maka peneliti akan menggunakan prosedur dan teknik penelitian atau 

yang lebih dikenal dengan istilah metode penelitian. Pemilihan dan penggunaan 

prosedur dan teknik penelitian, bertujuan untuk dapat melakukan analisis terhadap 

data dan fakta yang telah diperoleh dengan disesuaikan pada tipe dan sifat dari 

penelitian yang bersangkutan. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara 

atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan

berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan dan teori-teori

tertentu untuk mengadakan verifikasi serta menguji kebenaran dari suatu hipotesa 

tentang fenomena alamiah, fenomena sosial dan fenomena hukum tertentu.15

E.l. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.16

C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung : 
Alumni, 1994, hlm.105

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta;
Radjawali Pers, Cet.Ketiga, 1990, hlm 14.
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E.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif 

karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder sebagai data utama. Apabila 

ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hal tersebut 

didasarkan pada alasan bahwa tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 

memberikan penjelasan atau deskripsi secara lengkap mengenai dampak pemberian 

suaka oleh Australia kepada para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap 

hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

E.3. Jenis dan Sumber Data

Bahan penelitian berasal dari studi pustaka, dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

diperoleh dari ketentuan hukum Internasional17, yaitu :

a. Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961

b. UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

c. Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penulisan 

penelitian hukum ini

d. Dokumen-dokumen pokok mengenai perjanjian Indonesia- 

Australia.

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1948, hlm. 52.
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Perundang-undangan

a. Declaration on Territorial Asylum yang disahkan Majelis Umum PBB tanggal 14 

Desember 1967

b. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
c. Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961.
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